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<b>ABSTRAK</b><br>

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Kurator dan Pengurus yang dituduh melakukan
perbuatan pidana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menganalisis kesesuaian putusan
nomor 939/Pid.B/2014/PN.Sby. dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, dimana Terdakwa dalam perkara tersebut merupakan Pengurus PT Surabaya
Agung Industri Pulp Kertas PT SAIP yang telah pailit karena berakhirnya masa PK PU Sementara tanpa
adanya kesepakatan perdamaian ataupun pemberian PKPU Tetap pada debitor. Dalam kasus ini, Pengurus
PT SAIP Dalam PKPU Sementara dilaporkan atas tuduhan pidana melakukan perbuatan memal sukan dan
atau menggunakan surat palsu serta memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik terkait dengan adanya
tagihan kreditor yang dibantah oleh Pengurus. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 939/Pid.B/2014/PN.Sby. yang membebaskan
Terdakwa Pengurus dari PT SAIP telah sesual dengan ketentuan perlindungan hukum bagi kurator dan
pengurus dengan membebaskan Pengurus dari PT SAIP karenatidak terbukti melakukan tindakan pidana
yang dituduhkan Namun, masih terdapat langkah yang belum ditempuh untuk melindungi kurator dan
pengurus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu melakukan Renvoi Prosedur. Hendaknya,
aparat hukum dan seluruh pihak dalam perkara PKPU dan Kepailitan dapat |ebih memahami tugas dan
kewenangan yang dimiliki Kurator dan Pengurus sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan
mengoptimalkan segala upaya yang dapat dilakukan dalam Perkara Kepailitan dan PKPU untuk
menghindari peristiwa pelaporan tindakan pidana pada Kurator dan Pengurus yang menjalankan tugas dan
wewenangnya.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Thisthesis covered the issue on the legal protection to Curator and Administrators of the Company whose
under the allegation of criminal act in Carrying Their Duty and Authority by analyzing the compliance of
Award Number 939 Pid.B 2014 PN.Sby with Law Number 37 Y ear 2004 on Bankruptcy and Suspension of
Debt Payment Obligation, Criminal Code, and Civil Code, wherein the Defendant on the af orementioned
case isthe Administrators of PT Surabaya Agung Industri Pulp Kertasdquo PT SAIP rdguo who is aready
insolvent due to the expiration of the period of Temporary Suspension of Debt Payment Obligation, without
any settlement or any issuance of Permanent Suspension of Debt Payment Obligation. In this case,
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Administrators of PT SAIP in the Temporary Suspension of Debt Payment Obligation is reported for a
criminal act for doing afabrication act and or the usage of afabricated letter and the insertion of false
information on the authentic deed on debtor rsquo s demand of payment, all of which isrefuted by the
Administrators. Thisthesisis prepared by normative legal writing method.. This thesis concludes that the
Award Number 939 Pid.B 2014 PN.Sby which has rendered the award in favor of the Defendant the
Administrators of PT SAIP, for the Court cannot prove the alleged criminal act. Nonetheless, there are till
steps to be taken to protect the Curator and Administrators in carrying out their duty and authority, whichis
to proceed with the Renvoi Procedure. The legal apparatus and al parties concerned in the Suspension of
Debt Payment Obligation shall comprehends all of the curator and administartor rsquo s duties and
authorities regarding the Law Number 37 Y ear 2004 more and optimizes all foreseeable steps to be taken in
the case of Insolvency and Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation to prevent the allegation
of criminal act for curator and administrator when they cary their duty and authority.



